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PEMERINTAH DAERAH LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : ©6 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 01 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2005 Tentang Perubahan Aias Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan
Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor : 46 Tambahan, Lembaran Negara Nomor : 3825);

2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
3851);

3. Undang-undang Nomor [7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Mejelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -
2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 12b, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437); .



Menetapkan

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (ILembaran Negara Tahun 2004 Nomor
127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler -
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 37 Tahun
2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan
+Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Penyusunan, Penganggaran dan Pengawasan Keuangan serta Tata Cara
Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan APBD;

12. Keputusan - Menteri Keuangan  RI Nomor 7/KMM.02/2003 tentang
Perjalanan Dinas Dalan Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil
dan Pegawai tidak tetap;

13. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/276/B.I/HK/2004 tanggal 11
Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Keanggotaan 2004-2009 dan
Peresmian Pemberhentian DPRD Kabupaten Lampung Timur Hasil Pemilu
1999;

14. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/345/H/2004 tanggal 15 Oktober
2004 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil-wakil Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa
Keanggotaan 2004-2009;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebagai
Daerah Otonom; .

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2003
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2G05
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur

Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Timur No I tahun 2005) Tambahan Lembaran Daerah Nomor;58
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal T apgka 27 diubah, sehingga pasal I angka 27 berbunyi
sebagai berikut -




3,
4,

5.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

27.Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan
pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah Jabatan Pimpinan DPRD
dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapan, kendaraan dinas
Jabatan Pimpinan DPRD, Pemberian Pakaian Dinas, Uang Duka
Wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah. '

Ketentuan pasal 14 diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 14

Pimpinan atau anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau
Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau alat
kelengkapan lainnya yang diperlukan diberikan tunjangan alat kelengkapan
sebagai berikut ;

a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan
Ketua DPRD;

b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan ketua
DPRD;

¢. Sekretaris scbesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan ketua
DPRD;

d. Anggota 3 % (tiga persen) daritunjangan jabatan Ketua DPRD.

Pasal 15, 16, 17 dan 18 dihapus
Ketentuan pasal 20 diubah. schingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 20

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Keluarganya diberikan jaminan
pemeliharaan Kesehatan dalam bentuk pembayaran premi Asuransi
Kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah.

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan
pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.

(3) Besarnya premi Asuransi sebagai mana dimaksud pada ayat (1)

_termasuk biaya General Check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD.

(4) Pembayaran premi Asuransi sebagai mana dimaksud pada ayat (1)

dibebankan pada APBD.

Ketentuan pasal 24 diubah, sehingga pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah
jabatan Fimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang
bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;

(2) Tunjangan perumahan sebagai mana dimaksud pada ayat (1),
diberikan dalam bentuk vang dan dibayarkan setiap bulan terhitung
mulai tanggal pengucapan sumpah janji;

(3) Pemberian tunjangan perumahan sebagai mana dimaksud ayat (2)
harus memperhatiakan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas
serta standar harga setempat yang berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya turnjangan perumahan
sebagal mana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
k2pala Daerah.



6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian Dinas beserta -0
atributnya terdiri atas : s el
a. Pakian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu)* <! -}
tahun; : A 1,
b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) '
tahun; '
¢. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima)
tahun;

d. Pakaian Dinas harian kerja lengan panjang 1 (satu) pasang dalam
1 (satu) Tahun.
(2) Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian Dinas
mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajaran.

7. Ketentuan pasal 28 diubah, sehingga pasal 28 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 28

(1) Belanja Penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran
tugas, fungsi dan wewenang DPRD. '
(2) Belanja penunjang kegiatan sebagali mana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
(37 Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan ;
a. Rapat-rapat;
b. Kunjungan Kerja;
c. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, Pengkajian dan
Penelahaan peraturan daerah;
d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme;
e. Koordinasi dan Konsultasi kegiatan pemerintahan dan
kemasyarakatan.

8. Diantara ayat (2) dan ayat (3 pasal 29 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2
a) dan ketentuan Pasal 29 ayat (3) di ubah, sehingga pasal 29 berbunyi
sebagai berikut :

(1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja
penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan
Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD
vang di formulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan
Kerja perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

(2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai mana
dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 10, dianggarkan
aalam pos DPRD;

(2a) Tunjangan perumahan sebagai mana dimaksud pada ayat (2)
tersebut dalam ketentuan dalam pasal 24 dianggarkan dalam pos DPRD

(3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai mana
dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 20, pasal 21,
pasal 22, pasal 25, pasal 26, dan pasal 27 serta belanja penunjarg :
kegiatan DPRD sebagai mana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2),
dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diurailcan kedalam jenis
belanja sebagai berikut :

a. Belanja Pegawali,

Belanja barang dan Jasa,

Belanja Perjalanan Dinas;

Belanja Pemeliharaan;

Belanja Modal.
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